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Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa 
bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan dalam rangka 
pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.  Dengan menggunakan metode 
penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 
implementasi kebijakan dalam pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten 
Kepulauan Sangihe yang selama ini diberikan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan 
Kabupaten Kepulauan Sangihe belum maksimal. Hal ini dilihat dari alat uji sebagian yang sudah 
rusak, bahkan gedung yang rusak sehingga di tahun 2020 bahkan sampai saat ini belum 
membuka pelayanan terkait pengujian kendaraan bermotor. Terkait komitmen dari pelaksana 
memang baik, artinya pemerintah daerah juga mendukung kebijakan yang ada. Tapi yang 
menjadi permasalahannya ialah belum ada Perda yang mengatur tentang pengujian kendaraan 
bermotor. Selain itu, sumber daya manusia di Balai Pengujian Kendaraan terbilang masih 
kurang. 
 





Motorized vehicle testing is a series of activities to test and / or inspect parts or components of 
motorized vehicles, trailers, and attached carriages in the framework of meeting technical and 
roadworthiness requirements. By using qualitative research methods (Sugiyono, 2017) this study 
aims to determine the extent to which the policy implementation in motor vehicle testing at the 
Sangihe Islands Regency Transportation Service has been provided to the public. The results 
showed that the implementation of the motor vehicle testing policy at the Sangihe Islands District 
Transportation Agency was not optimal. This can be seen from the partially damaged test 
equipment, even damaged buildings, so that in 2020, until now, services related to motorized 
vehicle testing have not even been opened. Regarding the commitment from the implementer, it is 
indeed good, meaning that the local government also supports the existing policies. But the 
problem is that there is no regional regulation that regulates the testing of motorized vehicles. In 
addition, the human resources at the Vehicle Testing Center are still lacking. 
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PENDAHULUAN 
Di Indonesia kendaraan memiliki peran yang penting sebagai sarana transportasi dalam 
kegiatan berekonomi, sosial masyarakat, dan juga menyangkut kebutuhan hidup seluruh bagian 
perkembangan antara daerah dan proses hasil-hasil pembangunan secara nasional untuk 
mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, serta untuk mendukung kegiatan ekonomi yang ada. 
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah salah satu daerah yang terletak di wilayah 
perbatasan dan salah satu daerah kepulauan yang memiliki potensi untuk di kembangkan dan 
bersaing dengan daerah-daerah lain dalam pembangunan penyelenggaraan pemerintahan dan 
terutama di bidang perhubungan khususnya mengenai Transportasi Darat. Pemerintah 
Kabupaten Kepulauan Sangihe mengupayakan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) melalui jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh 
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang di harapkan dapat memberikan 
pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang terbaik serta memberikan kontribusi pada 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menopang pembiayaan pembangunan yang ada di bidang 
perhubungan.  
Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan /atau memeriksa 
bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandeng, dan kereta tempelan dalam rangka 
pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian berkala kendaraan bermotor 
atau biasa disebut dengan uji KIR untuk memeriksa bagian atau komponen-komponen pada 
kendaraan. Uji KIR ini semestinya dilakukan oleh pemilik kendaraan dengan waktu secara 
berkala setiap 6 (enam) bulan.  
Uji berkala wajib bagi Mobil Penumpang Umum, Mobil  Bus, Mobil Barang, Kerta Gandengan, 
dan Kereta Tempelan yang di operasikan di jalan.  
Uji Berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh :  
1. Unit pelaksanaan pengujian milik pemerintah kabupaten/kota. 
2. Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari menteri yang 
bertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. 
3. Unit pelaksanaan pengujian swasta yang mendapat izin dari menteri yang 
bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.  
Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan. 
Uji berkala kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 
Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor bertujuan untuk memberikan 
jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandeng 
dan kerat tempelan di jalan, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan 
pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan 
kereta tempelan di jalan, serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.  
Kesadaran masyarakat terhadap hal yang berkewajibannya untuk memperoleh berbagai 
jenis pelayanan termasuk bidang transportasi merupakan tantangan dan tanggung jawab besar 
bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tujuan penyelenggaraan pelayanan 
pengujian kendaraan berkala kendaraan bermotor memberikan kepastian bahwa kendaraan 
bermotor yang di operasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. 
Sehingga terciptanya tranportasi darat yang sesuai dengan kelayakan untuk berada di jalan dan 
juga agar pelanggan transportasi dapat merasa aman, nyaman, cepat, lancar, tertib dan teratur 
agar mereka lebih percaya pada transportasi yang di gunakan. 
Kendaraan bermotor yang wajib uji berkala untuk memenuhi ambang batas laik jalan yang 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Pasal 13 ayat 
(1), pengujian persayaratan laik jalan paling sedikit meliputi uji : 
1. Emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang. 
2. Tingkat kebisingan suara klakson dan  atau kenalpot. 
3. Kemampuan rem utama.  
4. Kemampuan rem parkir. 
5. Kincup roda depan. 
6. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama. 
7. Akurasi alat petunjuk kecepatan. 








9. Daya tembus cahaya pada kaca.  
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan pemeriksaan pada kondisi yang 
dilakukan oleh penguji untuk memastikan apakah kendaraan tersebut memenuhi persyaratan 
laik jalan atau tidak termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor merupakan 
kewenangan dari Dinas Perhubungan. Keberadaan  pemeriksaan kendaraan bermotor ini 
dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan penyelenggaraan 
pemerintahan dibidang perhubungan transportasi darat.  
Namun pada kenyataannya masih ada yang terdapat permasalahan pada implementasi atau 
pelaksanaan kebijakan pada pengujian kendaraan bermotor yang belum maksimal hal ini di 
pengaruhi oleh fasilitas dan peralatan uji yang belum memenuhi syarat sesuai ketentuan yang 
ada pada Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 Pasal 14 dan Pasal 16 sedangkan dalam hal 
ini pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan ditegaskan bahwa 
pengujian kendaraan bermotor hanya dapat di lakukan oleh unit pelaksaan pengujian 
Kendaraan Bermotor yang memiliki prasarana dan peralatan pengujian yang akurat. Sehingga 
sebagian komponen kendaraan tidak dapat di periksa secara sempurna, mengakibatkan 
kendaraan tidak ramah lingkungan yang disebabkan oleh asap gas buang yang dikeluarkan oleh 
kendaraan. Untuk pemeriksaan terhadap persyaratan teknis kendaraan bermotor, persyaratan 
laik jalan kendaraan bermotor dan Tanda Lulus Uji Berkala dalam pelaksanaan  pembuktiannya 




1. Impelementasi Kebijakan 
Sebelum kita melihat konsep implemetasi kebijakan, terlebih dahulu kita lihat dari konsep 
implementasi dan kebijakan. Dalam kamus Webster, implementasi dirumuskan secara pendek, 
yaitu “to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out 
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk 
menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.  
Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan 
atau penerapan. Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implemntasi kebiajakn dapat dipandang 
sebagai suatu proses melaksankaan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-
undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.  
Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang 
menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk 
menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, 
keputusan peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam 
kehidupan kenegaraan. 
Pengertian implementasi selain menurut Webster diatas, dijelaskan juga menurut 
Pressman dan Wildavsky menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplemtasikan itu sudah 
sepantasnya terikat langsung dengan kata kebijakan. Sehingga bagi kedua pakar pelopor dengan 
kata benda kebijakan. Sehingga bagi kedua pakar pelopor studi implementasi ini, proses untuk 
melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama. Oleh sebab itu, keliru jika 
kita menggangap bahwa proses tersebut dengan sendirinya akan langsung mulus. Agak mirip 
dengan pandangan ahli tadi, Van Meter dan Von Hom (Wahad, 2015:135) mengemukakan 
implementasi sebagai “those actions by public or private individuals (or grup) that are directed at 
the achievement of objective set fort in prior policy decision” (tindakan-tindakan yang dilakukan 
baik oleh individual/ pejabat-pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan 








Pandangan Van Meter dan Von Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh 
individual, penjabat, kelompok badan pemerintah atau swasta, yang diarahkan pada tercapainya 
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut 
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. 
Namun, dalam praktinya badan-badan pemerintah sering mengahadapi pekerjaan-pekerjaan di 
bawah mandat dari Undang-Undang sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk 
memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dana pa yang seharusnya tidak dilakukan.  
Menurut  Daniel  A.  Mazmanian  dan  Paul  A.  Sabatier  (Wahab, 2015:139) menjelaskan  
bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk 
undang-udangan. Namun, dapat pula berbentuk keputusan-keputusan eksekutif penting atau 
keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang 
ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk 
mengatur proses implementasinya. 
Mazmanian dan Sabatier Subarsono (Anggara, 2014:257) berpendapat bahwa ada tiga faktor 
yang mempengaruhi implementasi, yaitu :    
a. Karakteristik dalam masalah. 
b. Karakteristik Kebijakan. 
c. Lingkungan Kebijakan. 
Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh kedua ahli diatas, dapat kita simpulkan 
bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku 
badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan 
menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan-
jaringan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi 
perilaku dari semua pihak yang terlibat. Akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang 
diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (spillover/negative effects). Dari 
pandangan yang dikemukakan A. Mazmanian dan Sabatier di atas, terlihat pula bahwa antara 
apa yang disebut sebagai perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan tidak dianggap 
sebagai suatu yang terpisah, sekalipun mungkin secara analisis, bisa saja dibedakan.  
Menurut Syaukani  dkk  (2004:295) implementasi  merupakan  suatu rangkaian  aktivitas  
dalam  rangka  menghantarkan  kebijakan  kepada  masyarakat sehingga   kebijakan   tersebut   
dapat   membawa   hasil   sebagaimana   diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, 
Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan 
tersebut. Kedua, menyiapkan sumber  daya  guna  menggerakkan  kegiatan  implementasi  
termasuk  didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan 
siapa yang bertanggung  jawab  melaksanakan  kebijaksanaan  tersebut. Ketiga, bagaimana 
mengahantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.  
Sedangkan menurut Edwards, implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses 
kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan dalam proes kebijaksanaan dan hasil atau 
konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan (output, outcome). Aktivitas implementasi 
menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorgnisasian, pengangkatan dan 
pemecatan karyawan, negosiasi, dan lain-lain. 
George Edward III berpandangan bahwa implementasi memegang peran penting bagi 
administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi merupakan tahap kebijakan antara 
pembentukan program dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. 
Apabila suatu program tidak tepat atau tidak bisa mengurangi masalah yang merupakan sasaran 
kebijakan, program itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun program itu 
diimplementasikan dengan baik. Demikian pula, suatu program yang cemerlang mungkin juga 








Berdasarkan pandangan tersebut, diperoleh gambaran bahwa implementasi suatu program 
mempunyai peran penting dan menentukan dalam menanggulangi masalah yang merupakan 
sasaran kebijakan.  
Implementasi  melibatkan  usaha  dari policy  makers untuk  memengaruhi  apa yang oleh 
Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayananatau  mengatur  prilaku  
kelompok  sasaran (target  group).   
 Keberhasilan  dari implementasi   kebijakan   akan   menunjuk   pada  banyak variabel atau 
faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berkaitan antara sama  lain.  Untuk  
memperkaya  interpretasi kita  tentang  berbagai  variabel  yang termasuk didalam 
implementasi, oleh sebab itu ada beberapa teori implementasi. 
Perlu mengerti bahwa implementasi suatu kebijakan atau rencana yang tidak dilaksanakan 
dalam ruang kosong. Implemtasi berlangsung dalam suatu lokasi yang di dalamnya terdapat 
berbagai faktor seperti: kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan politik yang memiliki kontribusi 
penting dalam kegiatan implementasi.  Maka dari itu tidak  hanya menyangkut  prilaku  badan  
administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan 
pada diri  kelompok  sasaran,  melainkan  menyangkut  jaringan  kekuatan  politik , ekonomi,  
dan  sosial  yang  langsung  atau  tidak  langsung  dapat  mempengaruhi prilaku  dari  semua  
pihak  yang  terlibat  untuk  menetapkan  arah  agar  tujuan kebijakan publik dapat 
direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. 
Implementasi sering dianggap pelaksanaan dari segala hal yang telah diputuskan oleh 
legislatif atau para pengambilan keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan 
tetapi, tahapan implementasi menjadi penting karena suatu kebijkan tidak akan berarti jika 
tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi merupakan 
tahap ketika suau kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan 
kebijkanan.  
Istilah kebijakan secara efistimologi, kebijakan berasal dari Bahasa Inggris “policy”. Tetapi, 
kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah 
kebijaksanaan. Padahal, apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan 
berasal dari kata “wisdom”. 
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, 
kebijaksanaan serta rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana 
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, 
organisasi, dsb), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk 
manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 
Peneliti berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini 
didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-
pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada 
didalamnya termasuk konteks politik. 
Versi formal yang dibuat oleh Perserikana Bangsa-Bangsa (PBB), agaknya lebih luas dan 
cukup rinci ketimbang pandangan di atas, karena lembaga dunia ini telah memberikan makna 
pada kebijakan sebagai berikut :  
“Kebijakan ialah pedoman untuk beritndak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau 
kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau 
terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya 
seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi menegnai suatu dasar pedoman bertindak, suatu 









Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich (Wahad, 2015:135) adalah suatu tindakan yang 
mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 
lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari 
peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. 
Apa yang baru saja dikemukakan oleh Friedrich di atas akan semakin jelas jika kita pertegas 
lagi dengan pendapat Knoepfel dan kawan-kawan (2007) saat mereka mengartikan kebijakan 
sebagai: "a series of decisions or activities resulting from structured and recurrent interactions 
between different actors, both public and private, who are involved in various diffrent ways in the 
emergence, identification and resolution of a problem defined politically as a public one" 
(serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan 
berulang di antara berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat 
berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasikan, dan memecahkan suatu masalah yang 
secara politis didefinisikan sebagai masalah publik). 
Kebijakan adalah kompas atau pedoman untuk mencapai tujuan yang ditentukan 
sebelumnya. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan 
umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. 
Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk 
mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan.  
Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-
praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan 
dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat 
kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu 
mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam 
masyarakat. 
Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu 
kebijakan atas program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yag 
diinginkan. Implementasikan kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat 
administrasi publik di mana aktor, organisasi, prosedur, teknik, dan sumber daya 
diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijkan guna meraih dampak atau 
tujuan yang diinginkan.  
Menurut Thomas R. Dye (1992), (Anggara 2014:35) “Public Policy is whatever the 
government choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah 
untuk melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah 
memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kabijakan publik merupakan 
“tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melalukan sesuatu, juga 
merupakan kebijakan public ada tujuannya. Sementara itu, Thomas Dye mendefinisikan 
kebijkaan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, 
alasan suatu kebijkaan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi 
pertimbangan yang holistik agar kebijkan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi 
warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam 
menetapkan suatu kebijakan.  
Harold Laswell mendefinisikannya sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan 
tujuan-tujuan tertentu nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu (1979, 4).  
Carl I. Friedrick mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, 
kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dengan peluang 
yang ada, di mana kebijkan yang diusulkan tersebut ditunjukan untuk memanfaatkan potensi 








Berdasarkan dari rumusan implementasi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa to 
implementation (mengimplementasikan) berkaitan dengan aktivitas yang terlaksana melalui 
penyediaan sarana (misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, 
sumberdaya, dan lain-lain) sehingga dari aktivitas tersebut akan menimbulkan dampak/akibat 
terhadap sesuatu. 
Tidak jauh berbeda dari pandangan Mazmanian dan Sebastier merumuskan implementasi 
kebijakan sebagai: "...Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni 
kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakannya pedoman-
pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya 
maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-
kejadian." (Mukarom, Zaenal dan Laksana, 2016:163) 
Dari rumusan implementasi tersebut, implementasi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan 
kegiatan/aktivitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga 
kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan tersebut memberikan akibat/dampak bagi masyarakat. 
Dari pemaknaan tersebut, inti dari implementasi terletak pada pelaksanaan 
aktivitas/kegiatan mengacu pada pedoman yang telah disiapkan. Pelaksanaan 
aktivitas/kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dengan baik dengan mengacu pada ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan sehingga kebijakan dapat memberikan kontribusi dalam 
menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program. 
Dengan demikian, pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat 
penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang 
ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil menghasilkan output 
dan outcomes seperti direncanakan. 
Menurut Aminullah, Muhammadi (2001:371) menyatakan bahwa kebijkan adalah suatu 
upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan 
tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. 
Selanjutnya menurut Said Zainal Abidin (2004:23), kebijakan publik tidak bersifat spesifik 
dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik 
berfungsi sebagai pedoman umum kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya. 
Fungsi implementasi kebijakan adalah membentuk suatu hubungan yang memungkinkan 
tujuan dan sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan yang dilakukan 
oleh pemerintah. Implementasi kebijaakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 
dapat mencapai tujuannya.  
Proses implementasi ini baru dapat dimulai apabila tujuan kebijakan telah ditetapkan, 
program pelaksanaan telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan 
kebijakan. Dengan kata lain, beberapa syarat pokok yang harus dipenuhi untuk suatu 
implementasi kebijakan adalah sebagai berikut: 
a. Tujuan dan sasaran yang telah diperinci. 
b. Program aksi yang telah dirancang. 
c. Biaya atau dana yang telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. 
Secara singkat pelaksanaan atau implementasi kebijakan melibatkan unsur penetapan 
waktu, perencanaan, dan pengawasan. Kebijakan adalah sebuah instrument pemerintahan, baik 
dalam arti government yang menyangkut aparatur negara, maupun pengelolaan  sumber daya 
publik. kebijakan ini erat kaitannya dengan kebijakan publik. 
Selama ini proses penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah 
masih sangat tertutup bagi partisipasi warga negara. Warga ditempatkan hanya sebagai 








memiliki hak untuk berbicara, mengajukan komplain, apalagi memutuskan mengenai apa 
pelayanan yang akan diselenggarakan, bagaimana kualitasnya, dan bagaimana pelayanan 
tersebut seharusnya dilakukan. 
Meskipun demikian, dengan pendekatan paradigma baru tentang pelayanan publik, warga 
masyarakat bisa diberdayakan potensinya, bukan hanya sebagai pengguna pasif, melainkan juga 
bisa ikut menentukan bagaimana proses penyelenggaraan pelayanan tersebut seharusnya 
diselenggarakan. 
 
2. Pengujian Kendaraan Bermotor 
Pengujian Kendaraan Bermotor atau biasa disebut dengan uji KIR adalah serangkaian 
kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta 
Gandeng, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis.  
Kereta Gandeng adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh 
sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor. Kereta Tempelan 
adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebanya 
ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.  
Pengujian kendaraan bermotor ini bersifat pelayanan umum karena bebas siapa saya yang 
mempunyai kendaraan bisa datang langung ke unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor 
untuk memeriksa kendaraan yang mereka miliki pada umumnya kendaraan umum dan 
kendaraan angkutan barang. Tujuan dari penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan 
berkala kendaraan bermotor untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang di 
operasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Sehingga terciptanya 
tranportasi darat yang sesuai dengan kelayakan untuk berada di jalan dan juga agar pelanggan 
transportasi dapat merasa aman, nyaman, cepat, lancar, tertib dan teratur agar mereka lebih 




Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 
Sugiyono (2017), dengan focus penelitian implementasi kebijakan dalam pengujian kendaraan 
bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Focus tersebut akan dikaji 
dengan teori Mazmanian dan Sabatier (dalam Anggara 2018:25-67) ada tiga faktor yang 
mempengaruhi implementasi, yaitu : Karakteristik dalam masalah, Karakteristik Kebijakan, dan 
Lingkungan Kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan yang diawali dengan melakukan 
reduksi data, dilanjutkan dengan display data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Penelitian 
Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dalam hal 
ini oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka analisis data dalam penelitian 
ini berdasarkan 3 (lima) kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 
menurut Mazmanian dan Sabatier (Anggara 2018:2567), yaitu :    
a. Karakteristik Masalah 
Dasar dari karakterikstik masalah ialah ada masalah yang menganggu dari implementasi 








Kepulauan Sangihe, sehingga implementasi yang dijalankan tidak sesuai dengan kebijakan yang 
ada.  
 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di lapangan maka berikut petikan 
wawancara penulis dengan informan Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan 
Sangihe sebagai berikut :  
“Dalam pengujian Kendaraan Bermotor ini kami dari dinas perhubungan memiliki kendala 
yaitu kekurangannya ada pada sarana dan prasarana untuk melaksankan pengujian 
kendaraan bermotor secara berkala, karena sebagainnya sudah rusak”. 
Lebih lanjut, peneliti menanyakan : Mengapa dari Dinas Perhubungan tidak langsung saja 
memperbaikinya atau menggantikannya dengan yang baru? Informan kembali menjawabnya : 
“Untuk membeli, memperbaikinya dan alat-alat tersebut juga harus dikalibrasi dibutuhkan 
banyak dana. Kami sampai saat ini masih menunggu dana yang akan diberikan oleh 
pemerintah daerah kepada kami untuk pengadaan alat-alat yang baru untuk pengujian 
kendaraan bermotor ini”. 
Peneliti lanjut bertanya kepada staf yang ada pada uji balai kendaraan : Alat apa saja yang 
ada pada balai uji kendaraan ini? 
Untuk sekarang ini alat yang ada di tempat ada alat uji rem, uji lampu dan emisi gas buang. 
Tapi untuk emisi gas buang ini masih ada komponen yang di dalamnya ada yang rusak nanti 
akan dikirim ke Surabaya untuk diperbaiki lagi. Hanya 4 (empat) itu saja sih de yang ada 
sekarang yah seperti yang diketahui tidak memenuhi syarat yang ada yah dalam kebijkan 
yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015”. Ungkapan dari staf yang 
berinisial Y.M 
Kemudian lebih lanjut, peneliti menanyakan kepada Sekertasi Dinas Perhubungan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Sangihe: Berapa biaya anggaran yang diperlukan untuk membeli, 
memperbaiki, serta mengkalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor ini? 
“Untuk belanja pemeliharan alat pengujian kendaraan bermotor sebesar  Rp. 194.007.000,- 
dan pengadaan hardware untuk server alat pengujian kendaraan sebesar Rp. 95.700.000,. 
serta pengadaan software untuk sever alat pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp. 
98.252.000,. Total keseluruhannya ada Rp. 387.959.000,. dana yang diperlukan. Kami dari 
dinas perhubungan sudah menganggarkannya ke pemerintah daerah”.  
Peneliti bertanya lagi kepada infroman Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten 
Kepulauan Sangihe : Bagaimana dinas perhubungan mengatasi masalah yang ada dalam 
pelaksanaa pengujian kendaran bermotor jika ada pemilik kendaraan membawa kendaraan 
bermotor mereka untuk dilakukan pengujian?  
Dinas perhubungan sudah memberikan penyuluhan kepada pemilik kendaraan atau sopir, dan 
memberikan infromasi kepada dinas kepolisian bahwa untuk sementara kami dari Dinas 
Perhubungan tidak mengadakan pengujian kendaraan bermotor dikarenakan alat uji rusak. 
Jadi pada saat ada pemeriksaan surat kami memeriksa seperti Ijin Trayek, Kartu Pengawasan, 
dan Retribusi Parkir. 
Dari wawancara penulis dengan informan Kepala Dinas dan Sekertasi Dinas Perhubungan 
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan staf yang ada pada balai uji kendaraan menunjukkan 
bahwa yang menjadi kareakteristik masalah dari Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan 
Bermotor ialah kekurangan alat uji dan sebagian tidak dapat berfungsi dengan semestinya 
sehingga pengujian kendaraan tidak dapat berlangsung dengan baik, dan balai uji kendaraan 
bermotor ditutup sementara tidak mengadakan pelayanan untuk pengujian kendaraan 
bermotor karena belum ada dana untuk pemeliharaan alat serta pengadaan alat yang baru tapi 









b. Karakteristik Kebijakan 
Karakteristik kebijakan adalah kejelasan dari isi kebijakan. Jadi berarti semakin jelas dan 
rinci isi sebuah kebijakan akan lebih mudah untuk diimplementasikan karena implementor 
mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Komitmen pejabat 
pelaksana/implementor dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah dituangkan dalam 
kebijakan merupakan variabel yang penting. Komitmen pelaksana kebijakan dibutuhkan supaya 
kebijakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan awal. Kurangnya komitmen pelaksana akan 
menyebabkan munculnya penyimpangan dalam pelaksanaan program kebijakan.  
Bagaimana komitmen pelaksanaan dalam mengimplementasikan kebijakan pengujian 
kendaraan bermotor ?  
“Komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibuktikan dengan fakta 
integritas antara pembimbing dengan bawahan (staf), apabila komitmen ini tidak dapat 
dilaksanakan maka pegawai yang bersangkutan akan diberikan tindakan seperti teguran 
secara lisan atau dipindahkan dari tugas yang dikerjakan”.  
Apakah pemerintah daerah mendukung penuh pelaksaan pengujian kendaraan bermotor ? 
“Jelas sangat mendukung jika tidak mendukung berarti pemerintah daerah tidak mendukung 
kebijakan yang ada dalam PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor”. 
Selanjutnta peneliti menanyakan : Apakah tidak ada perda atau pergub yang ada mendukung 
dari kebijakan PM 133 Tahun 2015? 
“Tidak ada perda yang mengatur secara utuh tentang pengujian kendaraan bermotor, ada 
tapi tentang Retribusi saja itu ada pada Perda No. 5 Tahun 2011. Untuk pergub kami masih 
rancangkan untuk memasuki pengadaan BLUE (Buku Lulus Uji Elektrik) untuk tahun 2021 
perubahan atas buku KIR”. 
Dari hasil wawancara penulis dengan informan dalam komitmen untuk melaksanakan tugas 
dan tanggung jawabnya sebagai implementor dibuktikan dengan fakta integritas antara atasan 
dengan bawahan, jika tidak dilaksanakan maka pegawai tersebut akan diberikan tindakan yang 
berupa teguran yang secara lisan atau pegawai tersebut dipindahkan dari tugas yang ia 
kerjakan. Dari pemerintah daerah juga mendukung pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 
yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sementara ini dari dinas perhubungan masih 
merancangkan pergub tentang pengujian kendaraan bermotor untuk pengadaan buku lulus uji 
elektrik. Yang menjadi kurangnya ialah belum ada perda yang mengatur secara utuh tentang 
pengujian kendaraan bermotor ini.   
 
c. Lingkungan Kebijakan 
Lingkungan kebijkan merupakan suatu tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat atau 
Sumber Daya Manusia (SDM). SDM untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam 
kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki 
keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan tujuan tersebut.   
Peneliti menanyakan hal berikut kepada informan : Bagaimana dengan ketersediaan Sumber 
Daya Manusia di balai pengujian kendaraan bermotor? 
Informan Kepala Seksi Teknik Sarana dan Pengendalian Operasioal Dinas Perhubungan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Sangihe menjawab sebagai berikut: 
“SDM yang ada di balai uji kendaraan ini hanya 3 (tiga) Orang saja, yang dulunya ada 5 (lima) 
staff tapi yang duanya sudah ditarik ke bagian perparkiran. Sehingga sekarang sudah 
terkurang, itu juga masih kurang karena minimal dari sisi kebutuhkan SDM yang dibutuhkan 
sekurangnya ada 5 (lima)  orang berdasarkan tupokis, seperti pada bagian administrasi dan 








Lebih lajut peneliti menanyakan kepada informan : Apakah SDM yang ada dalam 
pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sudah mendapatkan pelatihan khusus? 
“Iya sudah mendapatkan pelatihan khusus tapi pelaksanaannya dilakukan 2 (dua) tahun lalu 
2019, untuk sekarang belum ada pelaksanaannya padahal pelatihan itu dilaksanakan tiap 
tahunnya. Apabila ada undangan untuk mengikuti pelatihan diklat tentang pengujian 
kendaraan bermotor tidak dapat diikuti dikarenakan anggaran masih kurang dana”. 
Hal yang sama dikatakan oleh salah satu staff di balai pengujian kendaraan : 
“Saya melakukan pelatihan untuk pengujian kendaraan bermotor ini sudah 2 (dua) tahun 
yang lalu”. 
Selanjutnya peneliti menanyakan kepada infroman selaku Kepala Seksi Teknik Sarana dan 
Pengendalian Operasioal Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe : Bagaimana 
respon atau keasadaran para pemilik kendaraan untuk membawa kendaraannya untuk 
melakukan pengujian kendaraan bermotor? 
“Kesadaran dari mereka sebagai pemilik kendaraan sangatlah baik, sebelum tanggal jatuh 
tempoh untuk uji KIR yaiu sebelum pas 6 (enam) bulan mereka sudah membawa 
kendaraannya ke balai uji kendaraan untuk dilakukan uji KIR”.  
Dari hasil wawancara dapat di simpulkan bisa dianalisa bahwa lingkungan kebijakan yang 
ada terutama pada Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang terutama dalam jumlah staf yang 
ada tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan sudah tidak lagi mengikuti pelatihan tentang 
tenaga penguji kendaraan bermotor, tetapi dalam segi respon tentang kesadaran para pemik 
kendaraan atau sopir untuk membawa kendaraannya ke balai uji kendaraan sangatlah baik 
mereka memiliki kesadaran yang tinggi akan hal tersebut. Mereka masih memperhatikan dari 
segi keamanan bagi mereka sebagai sopir dan penumpang dalam berkendara dan juga dari segi 
kesehatan. 
Peneliti pun mewawancarai 3 (lima) orang pemilik kendaraan atau sopir : Bagaimana 
pendapat bapak/ibu mengenai tidak adanya pelayanan pengujian kendaraan bermotor di tahun 
2020 bahkan sampai saat ini? Mereka mengatakan: 
“Sebenarnya saya selaku sopir merasa takut dan khawatir dengan kendaran yang kita miliki 
selama ini tidak di uji”. Pernyataan dari Bapak A.T 
Senada dengan Bapak F. “Pengujian Kendaraan bermotor ini sebenarnya sangat penting dek, 
kami selaku sopir serta pemilik kendaraan merasa khwatir mengingat wilayah atau jalan yang 
kami lewati ini naik turun gunung yang cukup tinggi”.  
Jawaban yang sama juga di berikan oleh Bapak H.T kepada informan : “Rasa khawatir dengan 
kendaraan yang kita kendarai jika tidak di lakukan uji KIR. Yah kalua tidak jalan untuk 
bekerja mau dapat uang dari mana lagi soalnya pekerjaan saya cuman sopir.” 
Peneliti pun bertanya pada 5 (lima) orang masyarakat : Bagaimana respon dari bapak/ibu 
dengan mendengar balai uji kendaraan tidak melaksanakan pengujian terhadap kendaraan 
bermotor? 
Dengan jawaban yang sama mereka mengatakan : “Bahwa kami selaku masyarakat setelah 
mendengar balai pengujian tidak lagi melaksankan pengujian terhadap kendaraan yang 
beroperasi mengangkut penumpang maupun barang  merasa khwatir sebenarnya, kan 
mengingat kendaraan disini melewati jalan yang bergunung”. 
Dari hasil wawancara peneliti dengan pemilik kendaraan bahwa mereka selaku pemilik 
kendaraan serta yang mengemudinya dan masyarakat yang ada, mereka memberikan tanggapan 
bahwa sangat merasa khawatir dengan tidak dilaksanakannya pengujian kendaraan bermotor 










Berikut ini adalah pembahasan dari hasil penelitian yang di dapat baik dari wawancara, 
observasi maupun data-data pendukung lainnya. 
 
a. Karakteristik Masalah 
Berdasarkan hasil wawancara mengenai karakteristik masalah dapat disimpulkan bahwa 
pada Dinas Perhubungan memiliki masalah dalam pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor 
yaitu alat uji yang ada pada pengujian kendaraan bermotor tidak sesuai dengan yang ada pada 
kebijkan Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengjuian Berkala Kendaraan 
Bermotor, Pasal 13 ayat 1 berbunyi Pengujian persyaratan laik jalan paling sedikit meliputi uji: 
1. Emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang 
2. Tingkat kebisingan suara klakson dan /atau knalpot 
3. Kemampuan rem utama  
4. Kemampuan rem parkir 
5. Kincup roda depan 
6. Kemampuan pancar dana rah sinar lampu utama  
7. Akurasi alat petunjuk kecepatan dan 
8. Kedalamn alur ban 
9. Daya tembus cahaya pada kaca 
 Dari hasil wawancara yang ada dan fakta peneliti temukan di ketahui bahwa di lapangan kondisi 
alat pengujian kendaraan bermotor hanya ada 4 (empat) alat uji saja yaitu emisi gas buang, 
tingkat kebisingan suara klakson, kemampuan rem utama dan depan karena yang lainnya sudah 
rusak dan belum digantikan dengan yang baru serta untuk bangunan balai uji rusak ringan.  
Menurut Van Meter dan Von Hom (Wahad, 2015:135) mengumukakan bahwa implementasi 
adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/ pejabat-pejabat atau kelompok 
pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan 
dalam keputusan kebijakan.  
Karena hal tersebut menjadi permasalahannya maka Dinas Perhubungan tidak melaksanakan 
tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan PM Nomor 133 Tahun 2015 yaitu 
untuk mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang 
diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di 
jalan, serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dinas Perhubungan untuk tahun 
2020 bahkan sampai sekarang untuk sementara tidak mengadakan pelayanan terkait 
pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.   
Tetapi berdasarkan wawancara peneliti dengan informan bahwa dari dinas perhubungan sudah 
meganggarkan rincian totalnya keseluruhan kepada pemeritah daerah untuk biaya 
pemeliharaan alat uji dan pembelian alat uji yang baru, jadi dinas perhubungan masih 
menunggu dana yang akan diberikan oleh pemerintah daerah untuk penanganan yang serius 
terhadap kondisi kerusakan alat uji dan bangunannya yang ada. 
 
b. Karakteristik Kebijakan  
Karakteristik kebijakan adalah kejelasan dari isi kebijakan. Pada umumnya kebijakan publik 
perhatiannya ditunjukkan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu dari 
pada perilaku implemetor untuk melaksanakan isi dari kebijakan yang telah ada. Berdasarkan 
hasil wawancara tersebut mengenai karaktertistik kebijakan. Tingkat komitmen aparat 
terhadap tujuan kebijakan sangat baik dibuktikan fakta integritas antara atasan dengan 
bawahan, jika tidak dilaksanakan maka pegawai tersebut akan diberikan tindakan yang berupa 
teguran yang secara lisan atau pegawai tersebut dipindahkan dari tugas yang ia kerjakan. 








yang telah tercantumkan didalam tupoksi dinas perhubungan. Pemerintah derah juga 
mendukung pelaksanaan dari dinas perhubungan terkait pengujian kendaraan bermotor namun 
masih ada yang kurang dari kebijkan pengujian kendaraan bermotor ini yaitu tidak ada 
peraturah daerah yang mengatur seutuhnya tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di 
Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk peraturan gubernurnya masih dalam rancangan.  
c. Lingkungan Kebijakan 
Lingkungan kebijkan merupakan suatu tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan 
implementor dari aparat atau Sumber Daya Manusia (SDM), SDM untuk merealisasikan tujuan 
yang telah tertuang dalam kebijakan. 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut mengenai lingkungan kebijakan bahwa kurangnya 
sumber daya manusia atau staf yang ada pada balai pengujian kendaraan bermotor, dimana 
dibutuhkan sekurangnya ada 5 (lima) orag staf yang bertugas di bagian administrasi maupun 
dibagian pemeriksaan kendaraan. Namun kenyataan yang ada dilapangan peneliti temui hanya 
ada 3 (tiga) orang staf saja dan mereka bertiga telah mengikuti pelatihan terkait pelaksanaan 
pengujian kendaraan bermotor tapi 2 (dua) tahun yang lalu sedangkan untuk pelatihan tersebut 
biasa dilaksanakan setiap tahun, dalam kebijakan Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2015 
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pasal 13 ayat 1 berbunyi Uji berkala kendaraan 
bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian 
kendaraan bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda 
kualifikasi teknis penguji. Dari wawancara yang ada yang menjadi kendalanya sehingga sumber 
daya manusia yang ada pada bali uji kendaraan bermotor tidak mengikuti diklat setiap tahunnya 
yang terakhir diikuti 2 (dua) tahun yang lalu ialah anggaran masih kurang dana untuk sumber 




Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan 
dengan permasalahan yang diajukan sebagai berikut : 
Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten 
Kepulauan Sangihe belum terlaksana dengan baik karena tidak melakukan pengujian kendaraan 
bermotor atau pemeriksaan pada bagian-bagian kendaraan ditahun 2020 sampai saat ini 
dikarenakan alat uji kendaraan sebagainnya sudah rusak, untuk memperbaikinya dan membeli 
alat yang baru dari Dinas Perhubungan masih menunggu dana yang akan diberikan oleh 
pemerintah daerah. 
Dari tingkat komitmen aparat pelaksanaan sangat baik dapat dibuktikan dengan fakta 
integritas antara atasan dengan bawahan, jika tidak dilaksanakan maka pegawai tersebut akan 
diberikan tindakan yang berupa teguran yang secara lisan atau pegawai tersebut dipindahkan 
dari tugas yang ia kerjakan. Pemerintah daerah mendukung kebijakan dari pelaksaan pengujian 
kendaraan bermotor ini, yang masih menjadi kurangnya ialah belum ada perda mengatur 
tentang pengujian kendaraan bermotor ini di Kabupaten Kepulauan Sangihe.  
Kurangnya sumber daya manusia atau tenaga penguji kendaraan bermotor secara teknis 
dalam pegujian kendaraan bermotor dan sudah tidak mengikuti diklat untuk pengujian 
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